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Hakim dalam mengambil keputusan, dilarang menjatuhkan putusan atas 

perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (asas 

ultra petitum partium) agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. 

Akan tetapi, dalam praktek beracara di lingkungan peradilan agama terhadap 

perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (ex officio) dapat memutus 

lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. 

Penggunaan hak ex officio lazimnya diterapkan pada perkara cerai talak dalam 

menetapkan mut’ah dan iddah, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan 

isteri. Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Namun, pada perkara cerai gugat qabla al dukhul dengan perkara nomor 4841/ 

Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, hakim menggunakan hak ex officio terhadap ultra 

petitum partium. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pertimbangan majelis hakim dan akibat hukum dalam  memutus perkara cerai 

gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum partium dengan  

menggunakan hak ex officio.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa 

disebut dengan penelitian pustaka. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan kasus (case approach). Adapun bahan hukum yang digunakan pada 

penelitian ini berupa bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan dengan 

perkara nomor 4841/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg; bahan hukum sekunder meliputi 

buku-buku, skripsi serta jurnal hukum  dan bahan hukum tersier berupa kamus 

hukum, relevan dengan kasus yang dihadapi. 

Berdasarkan hasil analisa terhadap bahan hukum yang ada, maka 

penulis memperoleh sebuah kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dapat 

memutus perkara cerai gugat qabla al-dukhul menyimpang dari asas ultra petitum 

partium dengan  menggunakan hak ex officio memperhatikan aspek filosofis yang 

mencerminkan asas keadilan, yuridis yang mencerminkan kepastian hukum dan 

sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi para pihak dengan terpenuhinya 

hak dan kewajiban masing-masing berupa pengembalian mahar oleh penggugat. 

Selain itu, dalam memutus perkara tersebut hakim melakukan penemuan hukum 

dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, kata “dapat” ditafsirkan 

boleh secara ex officio pada pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

melalui tahap mengkualifisir. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam  

memutus perkara ini, mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan gugurnya 

mahar. 


